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ABSTRAK :

bahwa dengan pesatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola
konsumsi masyarakat di Kota Magelang menimbulkan bertambahnya
volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dimana
pengelolaannya belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan
sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak
negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; dan agar dapat
memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman
bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam
pengelolaan sampah, diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung
jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan
dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara
komprehensif terpadu, proporsional, efektif, dan efisien;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008; Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 3 Tahun 2009;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jumlah penduduk Kota Magelang
yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di
samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam
menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah
kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini
sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa
yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.
Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan
akhir (end- of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke
tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan
volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi
melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca



CATATAN:

dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan
sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang
lama dandiperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Ruang Lingkup, Asas Dan Tujuan, Tugas Dan Wewenang,Hak Dan Kewajiban,
Perizinan, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Retribusi Pelayanan
Persampahan, Pembiayaan Dan Kompensasi, Kerja Sama Dan Kemitraan,
Peran Masyarakat, Larangan, Pengawasan Dan Pembinaan, Pelaporan,
Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana,
Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2013.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31
Desember 2013 Nomor 10.

Penjelasan : 9 him



